
BUPATI ACEH LITARA.
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKS ANA.]\N AIIGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2021

BI S MILLAHI RRAH M,\NI RRAHI M
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAFIA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YAIVG MAHA KUASA

BUPA:I] ACtrH UTARA,

Menimbang a. bahwa untuk rnelaksanakan ketentuan pasar 320 ayat (1)
Undang-Undang Ncrrror 2Z Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah sebagairnana telah diubah beberapi
kali terakhir dengan un"dang-undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Peruba.han Kedua atas undang-undang Nomor 23
Tahun 2ol4 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah
menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungja,waban Pelaksanaan Anggaran pendapatan darr
Belanja Daerah kepada lewan perwakilan Rakyat Daerah
dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan
Pemeriksa Keua:rgan paling lambat 6 (enam) bulan setelah
tahun anggaran berakhir;

b. bahwa berdasarkan pertirnbangiln sebagaimana dimaksud
dalam huruf a., perlu menetapkan eanun Kabupaten Aceh
utara tentang Pertanggt^ngjawaban pelaksanaan Anggaran
Pend,apatan dan Belarrja Kabupaten Aceh utara Tahun
Anggaran 2021;

Mengingat : 1.

2.

3.

unclang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 Pasal 18 ayat (6);

Undang-Undang Darrrat Nomor T Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Jtonom Kabupaten-Kabrrpaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Irrdonesia Tahun 1956 Nomor 5g,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1O921;

Undang-Undang Nomrlr 2g Tahun Lggg tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 l{ornor Ts, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
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Un<lang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

N.g"t^- U-"-far*an llegara Republik Indorresia Tahun 2003

Noiro. 42, Tambahan kmharan Negara Republik Indonesra

Nomor 4286);

Undang-Undang l{omor 1 Tahun 2004 tentang

Perben"daharaan Negara (Lembaran Negara Republik

i.,do.r."i" Tahu n 200+ Nomor 4355, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia lrTomor 4355);

Undang-Undang Nonror 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

J"" iJ"gg""glawab Keuangan Negara (Lembaral Negara

neputfifJi"a"onesia Tzthrrn 2004 Nomor 66, Tambahan

L"*t.ttt Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 2''1

Perencanaan Pembangunan
Republik
kmbaran

Indonesia Tahun
Negara Repultlik Indonesia Nomor 4421);

Tahun 2004 tentang Sistem
Nasional (kmbaran Negara

2004 Nomor 104, Tambahan

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang-' 
Pemeriitahan Aceh (Lernlla ran Negara Repubiik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4633);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lemba'rarr Negara Republik Ind-onesia

Tahun 2014 NomoI. 244, Tambahan kmbaran Negara

f<"p"tfif. Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

L"t"."p"t li terakhir dengan Undan-g-Undang Nomor 1

Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

10.Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentarry Hubungan

Keuangan antara F'eme'rintah Pusat dan Pemerintahan

nu."ruti (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

No*o, +, T"-buh.t temtaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6757);

1 1 . Peratur:an Pemerintah lriomor 109 Tahun 2000 tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daeratr (Lembaran 
"Negara -Republik 

Indonesia Tahun 2000

Nomor 210, Tambahutil.*btiu' Negara Republik Indonesia

Nomor 4028);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak

Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001

llo-o. 118, Tambahan"Lembaian Negara Republik Indonesia

Nomor 4138);

13. Peraturan Pemerintatr Nornor 66 Tahun 2001 tentang

Retribusi Daerah (Lemb aran Negara Republik Indonesia

Tahun 2001 Nomcr 119, Tambahan l'embaran Negara

Republik Indonesia Norrior 4139);

14.PeraturanPemerintahNomor2Tahun2018tentangStandar- 
Peiayanan Minimal Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun20lsNonror2TambaharrLembaranNegaraRepublik
Indonesia Nomor 6178);

Bag. Lk/ Qanun 8.-... '
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15. Peraturan Pemerintah Ncmor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Eadan Layanan Umum sebagaimana
telah diubah dengarr Pe:aturan Pemerin tah Nomor 74 Tahun
2012 tentang Perubahan ata,s Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengeloaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia No rror 4502);

16. Peraturan Pemerintah Nr>mor 3 Tahrrn 2007 tentan g L,aporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
kepada Dewarr Perwakilan itakyat Daerah dan Informasi
Laporan Penyelengga.raan Pemerintahan Daerah kepada
Masyarakat (Lemba:'an Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Repubtik
Indonesia Nomor 4693);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor' 56 Tahun
2005 tentang Sistem IrrformeLsi Keuangan Daerah Sistern
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 5155);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar .Akuntarrsi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan
Lembara.n Negara Repubhk Indonesia Nomor 51651;

19. Peraturan Pemerintah liomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambaha.rr Lembaran Negara Republik Indonesia
It1omor 5272);

20. Peraturan Pemerrntah ,'lomor 12 Tahurr 2OI7 tentang
Pedoman Pembinaar, dan Pengawasan Penyeienggaraan
Pemerintahan Daerah (Lem baran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol7 Nomor 73, Tambahan kmba':an Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

2 1 . Peraturan Pemerintah l{omor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyus:rnan 'lz.ta Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Propinsi, Kabupilten dan Kota;

22. Peraluran Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Dae;ah (Lr:mbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 62 79);

23. Peraturan Pemerintah No;nor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

24. Peraturan Presiden Noirr<.rr 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang,'Jasa Pemer intah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
2018 tentalg Fengadaarr Barang / Jasa Pemerintah;

Bqg. Ik/ Qonun 8
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Menetapkan

25. Peratural Menteri Dalam Negeri Nornor 64 Tahun 20i3
tentang Penetapan Stan<lar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Padrr Pemerintah Daerah (Rerita Negara
Republik Inclonesia Tanun 2013 Nomor 1425);

26. Peraturan N{enteri Dalarn Negeri Nomor 64 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaral 2021;

27. Peraturan Menteri Da,larn Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O
tentang Pedorran Tekhnis Pengeloalan Keuangan Daerah;

28. Qanun Kabupaten .\ceh Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pokok-pokok Pengeiola Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah
Nomor 253);

29. Qanun Kabupaten ,\ceh lJtara Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara
Tahun Anggaran 2O2l(I*mbaran Daerah Nomor 5);

30. Qanun Kabupaten Aceh Uf-ara Nomor 4 Tahun 2027 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
Aceh Utara Tahun Angga rarr 2O2l (Lembaran Daerah Nomor
a);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKII.AN RAKTAT KABUPATEN ACEH UTARA

l-lan
BUPATI AC,'H UTARA

Mtr)4UTUSK.\N:

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG
PERTANGGUNGJAWAB/TN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BEI,ANJA KABUPATEN ACEH UTARA
TAHUN ANGGARAN,2O2].

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2021
berupa Laporan Keuangan mernuat :

a. Laporan Realisasi Anggaran:
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran kbih;
c. Laporan Operasional;
d. Laporan Perubahan Equita s;
e. Neraca;
f. Laporan Arus Kas:
g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampiri
dengan laporan kinerja, ringkasan laporan keuangan desa dan
ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan
daerah;

Pasal 2

(1) Laporan Realisasi Anggaran sebagairnana dimaksud dalam Pasat 1

hurufa Tahun Anggaran 11021 sebagai berikut:
a. Pendapatan
D. Belanja
c. Transfer

Surplus/Defisit
00

Bqg. IW Qarum 8.

EP-- 73C.599.s79.713
Rp. 79.517.661.646,49

Rp. 2.,t77.857.489.834,59
Rp. 1.667.7 40.248.475,1O
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d. Pembiayaan Rp. 78.767.142.575,92
- Penerimaan Rp. 2.000.000.000,00
- Pengeluaran Rp.
- Pembiayan Netto
- Sisa Lebih Pembiayaan A.nggaran (SILPA) Rp.

76.767.142.575 92

t56 .284 .804 .222,41

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi A,ngge.ran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 sebagai berikut :

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp. 3.6O9.146 .7OT ,59 dengan rincier:r sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan Rp. 2.474.248.343.L27,OO
b. Realisasi Rp. 2.477.857.489.834,59

Selisih lebih/(kurang) Rp. 3.6O9.t46.7O7 ,59

3. Selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah
Rp. (3.209.803.710,00) dengan rin:ian sebagai berikut :

a. Anggaran transfer Rp. 733.809.383.423,00
b. Realisasi Rp. 730.599.579.713,00

Selisih lebih/(kurang) Rp. (3.209.803.710,00)

4. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah
Rp.156.284.804.222,49 dengan rincian sebagai berikut :

a. Realisasi Rp. (76.767.142.576,00\
b. Surplus/Defisit Rp. 79.517.661.646,49

Selisih lebih/kurang Rp. 156.284.804.222,49

5. Selisih anggaran dengal realisasr penerimaan pembiayaan
sejumlah Rp. 0,08 dengan rincian sebagai berikut :

' a. Realisasi Rp. 78.767.142.575,92
b. Anggaranpenerimaanpemlliayasll Rp. 78.767.742.576,00

Selisih lebih/kurang Rp. 0,08

6. Selisih anggaran derrgan realisasi pengeluaran pembiayaan
sejumlah Rp.0,00 dengan rint:ian sebagai berikut :

a. Ansgaran pengeluaran pembiayaan Rp. 2.000.000.000,00
b. Realisasi Rp. 2.000.000.000,00

Seiisih lebih/kurang Rp. 0,00

7. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah
Rp 0,08 dengan rincian sebagai berikut :

a. Realisasi Rp. 76.767.142.575,92
b. Anggaran pembiayaan netto Rp. 76.767.142.576,00

Selisih lebih/kurang Rp. 0,08

Bag. Htr;/ Qanw 8

2. Selisih anggaran dengan realisasi betanja sejumlah
Rp.(1a9.465.853.804,90 I dergan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja Rp. 1.817.206.102.280,00
b. Realisasi Rp. 1.667.740,248.475,10

Selisih lebih/(kurang) Rp. (149.465.853.804,90)
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a
b

c
d

e
f.

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggararr l,ebih sebagaimana dimaksud dalam
Pasal t huruf b untuk periode yang berakhir 31 Desember 2O2l sebagai
berikut :

. Saldo Anggaran Lebih Arval Rp.

. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Rp.
Pembiayaan Tahun Beqialan

. Sub total Rp.
. Sisa kbih/Kurang Pembiayaan Anggaran Rp.

(siLPA/SiKPA)
. Sub Total Rp. 156.284.804.222,41

Koreksi kesalahan Pembukuar: Tahun
Sebelumnya
Lain-1ain

. Saldo Anggaran Lebih Anggaran

f)asal 5

Laporan Operasional sebagairnana dimaksud dalam Pasal t hurufc untuk
tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a. Kegiatan Operasional
1. Pendapatan

.2. Beban
3. Surplus/defisit dari Operasi

b. Surplus/Defisit sebelum Pos L;ar Biasa
c. Pos Luar Biasa
d. Surplus/Defisit LO

78.767.142.575,92
78.767.t42.575,92

0,00
156.284 .804 .222,4r

0,00
0,00

156.284.804.222,4r

4.642.041.644.434,75
246.812.648.414,8t

(1.846.467.8s1,64)
4.887.OO7.824.997 ,92

h

Rp.
Rp.
Rp.

Rp
Rp
Rp

Pa.sal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagairrana dimaksud dalam Pasal t huruf
d untuk tahun yang berakfiir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai
berikut :

Rp. 2.601. 1 i8.549.706,33
Rp. 2.352.999.304.091,s2
Rp. 248.119.245.614,81
Rp. 247.1O3.648.414,81
Rp. (291.000.000,00)
Rp. 246.812.648.414,81

Rp

Pasal 7

Neraca Daerah sebaqaimana dimaksud dalam Pasal I huruf e per 31
Desember 2021 sebagai berikul :

a. Jumlah Aset Rp. 4.921.524.580.939,75
b. Jumlah Kewajiban Rp. 34.516.755.941,83
c. Jumlah Ekuitas Dana Rp. 4.887.007.824.997,92

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagarrnana dimal:sud dalam Pasal t huruf f untuk
tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal
b. Surplus/Defisit LO
c. Dampak Komulatif Perubahan
d. Ekuitas Akhir

a. Saldo kas awal per 1 Januari 202 1

b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi
d. Arus kas bersih dari aktivitas pendanazrn
e. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris
f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2A2l

Rp. 68.9O9.05O.927,92
Rp. 361.739.588.798,77
Rp. (286.730.399.698,48)
Rp. (2.000.000.000,00)
Rp. (213.63s.566,00)
Rp. 141.7O4.604.462,21

Bag. Hk/ Qarun B
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Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud daiam Pasal i
hurtrf g Tahun Anggaran 2O2l memuat informasi baik secara
kuantitatif maupun kualit rtif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasa-1 10

Pertanggungiawaban Pelaksaniran APBK sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Qanurr ini, terdiri dari :

a.. Lampiran i : Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari

Lampiran I.1

Lampiran I.2

Lampiran I.3

Lampiran I.4

j. Lampiran X

k. Lampiran XI
1. Lampiran XII

Ringkasar LRA lnenurut urusan Pemerintahan
Daerah dan Crgaaisasi;

Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut
urusarr Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;

Rekapitulasi Rr,alisasi Anggaran Belanja Daerah
menurut u:usan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan:

Rekapitulasi Belanja menurut urusan Pemerintah
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan beserta
hasil dan Sub Kegiatan beserta keluaran;

Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan
dan keterprlduan urusan pemerintah daerah dan
frrngsi dalam k..rangka pengelolaan keuangan
negara;

Rekapitulasi Llelzrn; a untuk pemenuhan standar
pelayarran mrnimum

Laporan Perubatran Saldo Anggaran Lebih;
Laporan Operasional;
Laporan Perubahan Ekuitas;
Neraca;
Laporan .{ru s ths;
Catatan At'.i.s Laporan Keuangan;
Daltar Rekap,itulasi Piutang Daerah;
Daftar Rel,apitrLlasi Penyisihan Piutang Tidak
Tertagih;
Daftar Rekapitula.si Dana Bergulir dan Penyisihan
Dana Bergulir:
Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan
Pengurar gan Ase1. Tetap Daerah;
Daftar Rel<ap ir:ulasi Aset Tetap;
Daitar Rekapitulasi Kontruksi Dalam Pekerjaan;
Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
Daftar Dana Cadangan Daerah;
Daftar Kervajiban Jangka Pendek;
Daftar Kewrjiban Jangka Panjang;

m.
n.
o.
p.
q.

r.

Lampiran
l,ampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran

XIII :

XiV :

XV:
XVI :

XVII :

XVIII:

Lampiran L5

l"ampiran I.6

b. Lampiran Ii :

c. Lampiran III :

d. Lampiran IV :

e. Lampiran V :

f. Lampiran VI :

g. Lampiran VII :

h. Lampiran VIII :

i. Lampiran IX :

Bag. Hk / Qanun 8..........
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s. Lampiran XIX : Daftar kegial.an-kegiatan yang belum diselesaikan
sampai akhir tahun dan dianggark^an kembali
dalarn taliun angigaran berikutnya;

t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporar L Keuangan Badan Usaha Milik
Daerah/ Perusalnaan Daerah;

Pasal 1 1

Lampiran Laporan Kettangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

ayat (2) yaitu : Ikhtisar Laprrrn Keuangan Badan Usaha Milik
Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran VI Qanun
ini.

F'asal 12

Penjabaran pertangg,,rngjawaban pelaksanaan APBK Tahun
Anggaran 2O2l sebagai rincian lebih lanjut diatur dengan Peraturan
Bupati.

Pasal 13

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orarg mengetahrri. memerintahkan pengundangan
Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten
Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 1 Agustus 2O22M

J Muhamaa 1444 H

H UTARA,

I

Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 1 ne',ustus 2022 M

Iluhamaa 1441 Il

S DAERAH
ACEH UTARA,

ALBAR

LEI-dBARAN KABUPATEN ACEH UTARA T,A.I{LIN 2022 NOMOR .I.I..! 35 / ZAZZ )

NOMOR REGISTER K,PTBUPATEN ACEH UTAII"A PROVINSI ACEH:

Bag. I{k/Qanun 8


